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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDG
NOMOR {0 TARUN 2818

TENTANG
URALAN TTIGAS DAN FUNGS]

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

kelembagaan di Kabupalon Siwbondo, tendapal perubeban tugas dan
fungsi pada Kamior Perposizkase dan  Amsip Daersh  Kabupaten
Situbondo;

. bahwa pguna maksud sebapaimana hwuf a konsideran ind, Peraturan

Bupati Momor 60 Tahon 2008 ieatang Uraiae Tugas dan Pungsi Kantor
Perpustakasn dan Arsip Dacrah Kabupaten Situbosdo sudah tidak sesuai
lagi dalam perkembangannyy sehingga perlue diganti;

. bahwa guna maksud sehepaimana huruf a dan b konsideran ind, perlu

mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakamn dan Arsip
Dagrah Xabupaten Situbondoe yung pelaksaneannya ditetapken dengan
Peraturan Bupsati.

. Undang-undang Nomor 12 Tabee 1950 lepiang Pernbentukom Daesrah-

daerah Kabupaten Dalamn Lingkungan Propinsi Jawa Timar {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahon 1950 Momor 19, Tambahan Lembaran
Nepara Republik lndonesia Nomor 9) ;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 temang Pokok-pokok

Kepepawaum {Ecmbaran MNegara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomos
55, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tabun
1999 tentang Perubshan Atas Undang-undang Momor 8 Tahun 1974
iemang Pokok-pokok FKepcgawaim (Lembaran Nepgara Republik
Indonesia Taham 1999 Nomor 169, ‘I'ambahan Lembaran Negara
Republrk Indoncsia Nomor 38907 ;

. UndangUndang Momor |7 Tabun 2003 tcntang Keuwsngan Negara

{Lembaran MNcpara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42846) ;



19,

11,

12,

13.

14,

15.

Undang—{fndang Nomor § Tahun Z004 tentang Perbendabarsan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 MNomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4333) ;

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negare Republik Indonesia Tabhum 2004
Nomor 53, Tambahan T.embaran Ncgara Republik Indonesia Nemor
4389 ;

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Ststem Perencanaan
Prmbangvnan Nasiomal (1 .embaran Megara Republik Indonesia Tahun
IHM MNomor 104, Tambahan [embamn Negara Republik Indonesia
Nomor 4421} ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerintahan TNaersh
{[.embhoran Negara Republik Indonesia Tabun 2084 Nomor 1235,
Tambahan Lembaran Negara HRepublik Indomnesia Nomor 4437)
vebagaimana telah diubah dengan Undang-lIndangy Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentung Pemesintahan Dacrah (Lembamn Negam Repubhik
indopesic Tahun 2008 Nemor 59, Tambahan Lemberan Negara Republik
Indonesia Momor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuang:n
Antara Pemeriptah Pusal dun Pemcrmtahan Decrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesiz Tahim 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

tndmg Undang Nomor 43 Tabun 207 sentang Perpustakaan
(Lembaran Mepara Eepublik Indonesia Tahun 2007 Nomoe 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4774

Pergruran Pemeriniah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pecrabahan Mama
dan Pemindahan Tempal Kedidfukan Pemenintahan Daersh Kabupaten
Panarukan (Lembaran Nogara Republik Indenesia Tabhun 1572
Nomor 38);

Peraturan Pemerigtah Nomor (80 Tabun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jatmtan Strukturat (Lembaran Megara Tahun
2000 NMNomor 197, Tambalem Lembarzm Negarza Nomor 40HE)
sebagamimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tabun
2Hy? {Lembaran Meguru Republik [ndonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);

Pemturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Nepara Republik [mdonesia Tabun 2003 Nomor 15,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penpelolaan
Keuangan Dagrah (Lermnbaran Nepara Republik Indonesta Tahun 2005
Momar 140, Tambahan Lembaranm Negare Republik Indoncsia
Nomor 4578)%

Peratursn  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaar dan Peogawasan [Deoyelenggaraan Pemerintaban Daerah
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tshun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Fahun 2007 tenimg Pembagian | Irasan
Pemerintehan Antars Pemenntah, Pemernintahsn Daersh Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah ¥abupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lemberan NMepara Republik
Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

16, Pernuran Pemerintzh Nomor 41 Talwm 2007 wemtong Organisasi Perangkat
Daerah [Lembaran Negare Republik ndoscsia Talm 2007 Nemor 89,
Tambahan Eembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahum 2006 fentang
Pedomsm Penpelolazn Kevangan Daersh schaguimana telah diuboh
dengan Perataran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tatner 2007 lentong,
Pernbuban Atas Perohuran Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahum 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kenangan Daerah;

18, Peraturan Mentest Dalam Negert Nowor L5 Tabun 2006 tentang lenis
dan Bentuk *reduk Hulkum Baecrah;

19, Persturan Mentert Pubam Negeri Nomer 16 Tahun 2006 temtumy Frogedise
Penyusunan Produk Hulum Diaerah;

29, Porghuren Menlerd Dalam Negeri Nomor 23 Tatun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Penppwasm Alas Pegvelerpgprasn Pemenminh Daerah:

21. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 temtang
Tengawasan Peraturan Dacrah dai Peraturan Kepala Doerah,

2% Perahuran Menteri Dalam Neperi Momor 57 Tahan 2007 tentang Petanjuk
Teknis Penatasn Organisasi Perangkat Dacrah;

3. Peruluran Dasrah Kabupaten Situvbonde Nomor 2 Tahun 2603 tentang
Urusan Pemerintaihem Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Situbondo T'abun 2008 Nomor 2);

24 Peraturap [Naerah Kabupaten Situbondn Nomor 4 Tahun ZOOF (enlang
Yusunan Organisast dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dagrah Kabupaten
Situbondo {Lembaran Dacrah Kabupalen Situbonde Talom 2008
Nomer 4}

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URATAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR PERPUSTAKAAN TUMUM DAN ARSIF DAERAH
KARUPATEN SITUBONIN)

BAERT
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraluran Bupati ink yang dimaksud dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Dewan Perwakilan Rakyvat Daermih yany selanfvinys dischyt DPRI:
adajah Dewan Perwaldlan Rakyat [Daerah Kabupalen Situbonde.

4. Pomerintaben Daerah adalah penyelenggarman orusan pemerintzhan uleh
pemerintah  daerah dan DPRD} menuntt asas ptomomi  dem  lupas
pembantuan dengan prinsip otonomi schias-lvasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kessinmn Republik Indonesia schagimana dimalend
dalam Undang-Tindang Dazar Megara Republik indonesia Tahun 1945,

5. Pemerimab Darrah adalah Bupali dan perangkat dacrah sebagai unsur
penyelanggara pemarintahan daerah.

6. Sekretaris Naerah adalsh Sekretaris Dacrah Kabopaten Situbondo.

7. Kantor Perpustakoon Hoam dan Arsip Duerah, yamy sehmpmtnye disebat
Kantor adalah Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daersh Kabupaten
Situbondo,



£, Kepaila Kantor adafah Kepalty Kantor Perpuesiakaan Umum dan Arsip
Draceah abupaten Situbondo.

9. Tlnit Peluksuna Teknis Kantor, selanjutnya disingkat UFTK adalah unsur
pelaksann operasional Kantor.

BARE ]
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerab meTupakan unsur
pelak xana Pemerintah Daersh di bidang pespustakaan dop:kearsipan.

(2) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala
Kantor vapg dalam pelaksanssn  tugasnya beradn di bawsh dan
bertangpung jawab kepada Bupali melalut Sckretaris Daerah,

{3) Kamior Perpustukaom Umum dan Arsip Daerah dalam melaksanakan
tugasnys i bidang teknis admmisaasi dibing dar dikoordinasikan oleh
Sckretaris Dracrah.

Pasal 3
Kantar Perpustakam Umom dan Arsip Daerah mempunyai fugas membariu

Pupati  delem memyelenggaraksn  Pernerimtahar: Daerah 4 bidang
perpustaiaan umum dan arsip daerah,

Pasal 4

Dalam metaksanakan tigas sebagaimana dimaksin} dalam Pasal 3, Kantor
Perpustabaan Limun dan Assip Daerab menyelenppasukam lunpss :

g, peramusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

b. penvajizn dun pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan;

¢. penyelenpgarmm kerjasama di bidang perpustakann dan kearsipen;
pembinaam perpustakaan dan kearsipan di daerah;

pengkajian dae pengermbangsn sistern kearsipa;

pengelolaan kearsipan;

pengkoonlinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tupas di bidang perpustakaan dan kearsipan;

penyelengzaraan pambinaan sumber daya manusia bidang perpustakasn
din kearsipan;

pslaporan hasil pelaksanasn hgses; dan

pelaksamaan tuypgss dinas lain yang diberikan aleh Bupadi.
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BAB M1
ORGANISASI

Pasal 5
Organixasi Kanior Perpustakagn Umurn dan Arsip Daerah terdiri dari:
Kepale Kantor;
Sub Dagian Fata Usaha;
Seksl Pembinsan dun Pelayanan Bghan Pusiaka;
Seksi Pengembangan dan Pengolashan Bahan Pustika;
Seksi Kearyipan:
Ketompok Jabalan Fungsionai,

B iR BB



Pagal 6

Sub Bagian Tata UJsaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi
dipimpin oleh Kepala Beksi yang masing masing berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepsla Kantor,

BARIV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGS]

Bagian Kedatu
KEPALA KANTOR

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyal lugsas rmemimpin, melakuken koordinasi dan
pengendalion dakam penyelengparaan kegiaian & bidang perpustakasn wnum
dan arsip daerah.

Bagian Kedua
SUB FAGIAN TATA USAHA

Paxsl §

Sub Bagian Tata Ussha mempunyai tupss memberikan pelavanan teknis
administraf kepade seluruh satiar orgamisast dalant lingkangan Kamlor:

Pasal 9
Dalam melaksanakan tegas sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Sub Pagian
Tata Usaha mempunyai Amges :
a. polaksanaan tata ussha kantor, perlenykapan, wusm dilep dro
administrasi di lingkungan Kantor;
penyusunan rencana kegiatan tahunan Kantor;
pelaksanaan uarusan kenangem,
pelaksanaan urusan bina pregram;
pelaksanaan wrusan kepepewaian;
pelaporan hasi] pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas kedinazan 2in yang diberikan Kepala Kanior.,

Bagian Ketiga
SEKS] PEMREBINAAN DAN PELAYANAN BAHAN PUSTAKA
Tasal 10

Seksi Pembinaan dan Pelayanmn Rahan Pustaksa mempunyai tugas membanm:
Kepala Kantor dalam melakzanekan tugas Kartor Perpostakaan Umum dan
Arsip Daerah di bideng pembinaan, pelayanam bahan pustaka don referensi.
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Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagabmans dimaksud dalam Pasal 10, Seksi
Pembinaan dan Pelayanan Bahan Pustaka menyelengparaksn fumgsi -

a penyusuman program kerja scksi pembinaan den pelevanan  babom
pustaka;

b. pelaksanaan pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan;
pelaksanaan kerjasama dan jaringan perpustakaan;
d. pelaksanaan publikasi dan promosi Perpusiakaan;

0



e. nelaksanaan lomba di bidang perpustakasn;

f. pendatazn jeais lembaga perpustakaan:

g pelayanan minat haga dan stkalasi bahan pustaloa;

b. pcayusunan bahan pustaka;

. pengembangan minat baca;

j-  Pelaksanaan pemberian jasa mformasi perpustakaan;

k. Penyviapan bahan layanan sirkalasi, referensi dian ekstenss;

b, pelaksancen kepmaien keteensaloo,

nt. pelaporsn hasil pelaksangan tuges; dan

n  pelaksanaan tapas kedinasan lain yang diberikan sleh Kepals Kantor

DBagian Keempaf

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN FUSTAKA

fasal IX

Seksi Penpemhbangan dan Pengolahan 13ahan Pustaka mempunyal lugas
membanty Kopala Kantor dalam melaksnakan tugas Kantor Perpustabisan
Umum dan Argip Dacrah dibidang pengembanguin don pengolaban bahar
pustaka.

Pakal 13
Dalam melaksanakan tugas sebugaimana dimaksnd dalam Pasnl 12, Seksi
Pengembangan dan Pengolahan Baban Pustalia menyelenggasakan Hanpsi .
4 penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan dan
pengoighen perpusiak aan;
pengembangan koleksi bahan pustaka;
pengolihan bahan pustaka;
penyiangan bahan pustake;
porawatan dan pelestarian bahan pastaka;
rengernbamsus sistern jaringan ofomasi perpustakaan:
pelaksanaan kepiatan ketatzusahaan;
pelaporan hasif peluksarasn Ltogas; dan
priaksanaan topas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepula Kanior,

S F R e ope

Bayisn Kelimn
SEKSI KEARSIPAN
Pasgal 14

Seksi Kearsipan mempunyai tagas membanta Kepala Kantor untuk
melaksanakan mgas Kantor Porpustakaan [Frmse don Arsip Daerah di badang
pengelolaan dan pengembangan kearsipan.

Pazal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksod dalam Pasal 14, Seksi
Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
a.  penyusunsan dan peloksonaan program keria di bidang keorsipan;
b. pembinaan {eknis dan peaingkatan SIXM Pengelola Arsip;
¢. pengelolaan arsip statis PMerangkat Dacrah, BUMD, Perusahaan Swasta
dan Perorangan berskala Kabupaten;



d. pefaksanaan akuisisi, pelestanan dan pemberdayaan arsip smtis;
¢. pembenahan, pemindshan, pemusnahan, penyimpangan, pemeliharaan,
penyvelernatan dan pelestarian arsip;
i p:[f:ks;maan hutingan kerjasama dan jaringan teknis  pengelodaan
arsip,
2. penpkajian, peayempurnaan  pengembangan  perbaikan  sistemn
administrasi dan otomasi kearsipan;
pencrimaan, pendataan, penifaian dan penyusutan arsip;
pengidentifikasian, pengembangan dan penetapan jadwal retensi arsip;
penetapan teknis penataan arsip dinamis dalam rngka tertib administrasi:
pengembangan sarana dan prasamsa kearsipan:
pelaksanaan kegialan penyelengparsan permasyarakat dan penyulohan
kearsipan;
. pelaksanaam pengawasan/supervisi tara kKearsipan;
pelaksanaan kegiatan ketatansahaan;
pelaporar hasil pelaksansan lupas; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.
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BABY
KETENTVAN PENUTUP
Pagal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, meka Peraturan Bupati Situbonda
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Funpsi Kantor
Perpustakaan dan Arsip Dagrah Kabupaten Situbondo dicalne dan dinyatakan
tidak herlaku.

Pasal 17
Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar getiap orang dapat menpetahuinya, memetintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten
Situbondo.

Ditetapkan di Sltuhondn

Dlundﬂngkan di %1tuhﬂndn
padatangeal 77 5 429 2010

Pit QFKRFTARI’S DAFYRAH
KABUPATEN SITUBONDO,
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Pembina Utamse Muda
MNIF. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITURONDO TAHUN 2010 NOMOR, U0



